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PENDIDIKAN KABUPATEN KUDUS
BUPATI KUDUS,

bahwa dalam rangka ikut serta mewujudkan tujuan pendidikan
nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20
Fahun 2003 tentang - Sistem  Pendidikan Nasional maka perlu
penanganan sumber daya manusia kependidikan sebagai salah satu
Komponen dalam pembangunan di bidang pendidikan:

bahwa agar penanganan sumber daya manusia kependidikan tersebut
dapat berdaya guna dan berhasi] guna, perlu mengatur manajemen
umber daya manusia kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Kudus:

bodwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurut
a dan hurufb perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
dacrah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041), sebagaimana diubah Undang-U.ndang Nomor 43 T"ahun 1999
(LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169
lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).

ang Sistem Pendidikan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

\':Si::;%\l (I.emt&nran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
"‘2 ‘ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):

, : ‘Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(ndﬂ“&‘U"(glgbari?m;;piilik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
(I,cmbzlxran icn%bafan Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
lambahan 1Jdiubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
scbagaimanz tapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
tgntang QPenc}:j ap‘2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
Nomor 3 T";(;‘& lentang  Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
2 Tahun 2 haran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
L &da?g (&:h”q‘n “L; mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)-
108, Tamban?
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8.

10.

1.

Undang-Unq
ang N
(Lembaran N omor 14 T
( egar ' lahup
Fambahan Lembar:n Reepguabhl;{ Indonzs(?gST}ae:ltlangzOC(})tgru dan D?séc7n
8Ara Repup)jk 1 ¢ g ~
nd

onesiz :
Merintay a Nomor 4586);

Peraturan pg
38  Tahun

1992 tent Tenaga

T 4 ‘ ntang g

gl :mbahan Lembargar:a Republik Indonesia Tahun 1992

8aimana diubah dengan e}%ara Republik Indonesia Nomor

N aran N Craturan Pemerintah Nomor 39

39712§)'r 71 Tambahap Letmbegara Republik Indonesia Tahun 2000

; " Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan  Pemer;

SR erint

I"'ungsiona] Pegavta?h NNOmpr 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Indonesia T °geri - Sipil & '
ahun 1994 Pl (Lembaran Negara Republik

Republik Indonesia Nomor 305r?1(;; 2. Tembahan Lembaran Nagpa

:mb;ran Negara Nomor 4015), sebagaimana
N Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003

ublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122
gara Nomor 4332)

(Lembaran Negara Rep
Tambahan Lembaran Ne
Peratura i
chawainNIc)Zg?ngnitg}; Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
2000 Nomon léﬁp] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
_ 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016)
scbagaimana diubah de; st - .
2002 (Lemb gan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
%imbaha Laran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31,
. n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192):

Peraturgn Peme{intah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Inconesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor, 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

>elatihan Pegawai
Pelatihan Peg Republik

Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

indahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Pengangkatan, Pemin k Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,

Negara Republi ; .
%&;121?: Leml%aran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);



14.  Peraturan Pe

Pendidikan Lembazzmﬁj" 19 Tahyp 2005 te

Nomor 47, Tambahan Lembaergara
a

15 Peraturan Pemerinta
Tenaga Honore

Merinta

ntang Standar Nasional

€publik Indones; 2005
N Negara Nomor 4496)8;,3 Tahun

. r 48 TahUn 20
. emadi o 005 tentang Pengangkatan
Negara Republiy donesig alon egawaj Neger; Sipil (Lerabaran

Lembaran Negar . 8hun 20 N

diubah dengangP:ragePUb“k~Ind°ne8ia omo(:mtfsrm])zz’ bT am.?;:;‘;
Perubahan atas Pe Tfan p merintah Nomor 43 Tahun’ 25803%& tan
(Lembarap Niges r;teuragl. CMmerintah Nomor 48 Tahun en200§
3 u i

Tambahag, Lembara, Nep ik In Onesia Tahun 2007 Nomor 91,
€sia Nomor 4743);

16.  Peraturan Pemer;
Urusan Pemerintgg;ihA Tahun 2007 entang Pembagian
Propinsi, dan Pemer; ftara p €merintah Pusat, Pemerintahan Daerah
Negara Republik 'ntahan aerah Kabupaten/Kota (Lembaran
) N
Lembaran Negara Repubik Indonesi, Nomor4703n’/?)o'r “ Tertbatuy

7. Keputusan Presiden
Fungsional Pegawaj Ne gor Sipi, " 1999 tentang Rumpun Jabatr

19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuq
Nomor 025/0/1995 tentang Petunjuk

I'ungsional Gury dan Angka Kreditnya:

ayaan Republik Indonesia
Teknis Ketentuan Jabatan

20.  Keputusan Bersama Menter; Pendidikan dap Kebudayaan dan
Kgpala Badan Administras; Kepegawaian Negara  Nomor
0322/0/1996, Nomor 38 Tahup 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara Nomor
IS/KEP/M.PAN/3/2002 tentang Jabatan F ungsional Penilik dan Angka
Kreditnya;

22, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 082/U/2002 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka

Kreditnya;

23.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Pusat ke Daerah:

24, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Standar Pengawas Sekolah/Madrasah:

.

25.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13

Tahun 2007 tentang
Standar Kepala Sekolah/Madrasah; -

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang

26. : ' |
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang
er

27. :
Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan,

T sy AN
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3.

32

33,

39,

Peraturan Menteri i
nter1 Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang

Pendidikan dan pelatihan dj 1;
dan Pemerintahan Daerah: di Lingkungan Departemen Dalam Negeri

Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang

Pembentukan, K
Organisasi Lembz(gl:dljrl-(eal?‘. Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan
ns Daerah Kabupaten Kudus Lembaran

Daerah Kabupaten Kudus T
ahun 2 -
Lembaran Daerah Kabupaten Kudys No,ggi 471\)1.0mm ity o

gcra{)t;r:trz kDacrah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang
O(;Z]anisasli an[’)ing(:dlgi(a?; Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan
Eabusaton Knd T‘ rah  Kabupaten Kudus [Lembaran Dacrah

P us Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 48);

Keputui)ank Bkupati Kudus _Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penjabaran
Tugas Pokok dan Fungsi serta Tatakerja Lembaga Tcknis Dacrah

Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003
Nomor 27);

Keputusan Bupati Kudus'Nomor 26 Tahun 2003 tentang Penjabaran
T,ugas Pokok dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Dacrah Kabupaten
Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 33);

Keputusan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisast dan Tatakerja Sekolah Menengah Pertama, Sckolah
Menengah Atas, dan Sckolah Menengah Kejuruan (Lembaran Dacrah
Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 39);

Pegaturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2006 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan
Sekolah Dasar Luar Biasa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun

2006 Nomor 10);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Belajar dan Jjin Belajar Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten

Kudus Tahun 2007 Nomor 12);
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN SUMBER DAYA
MANUSIA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN KUDUS. .

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah z}dalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Regublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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0.

12.

13.

16.

Direktorat  Jeng

irektorat - Jenderal  pep;
(fj\.cpcndldlkg:m pada Depaerrt\mgkatan Mut
isingkat Ditjen PMPT €men Peng

peningkatan muty Pendiﬁ- adalah p
i

idik U Pendidik dan Tenaga
irekl an Nasional yang selanjutnya
8 torat Jenderal yang menangani
Pemerintah Proving; ga kependidikan.

P INs1 Jaw
Provinsi adalah a Tengah ,

Gub yang selanjut : .
penyelenggara pe OCrnur dan  Perap kJ nya disebut Pemermtah
Pemerintahan daerap gkat Daerah sebagai unsur
Pemerintah Kaby
. dbupaten K
hEBpAEY, adila Bupa:dus yang selanjutnya disebut Pemerintah

d
penyelenggara pemerintahan d::raferangkat Ve, R, S

Daerah adalah Kabupaten Kudus
Bupati adalah Bupati Kuduys

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah

Kabupaten Kudus.

Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus.

Badan Pere
ncanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat

Bappeda adalah Bad
Kudus adan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Badan Pembi : '
gl I)Usmllna Kepegawaian adalah Badan Pembina Kepegawaian

I@dan Pcmbma Kepegawaian Provinsi adalah Badan Pembina
Kepegawaian Tingkat Propinsi

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah Kabupaten Kudus.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka
yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh yang berwenang dan
diserahi tugas negara yang ditetapkan dan digaji menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS'adalah
warga negara Indonesia yang melamar, lulus sellell<si, dan.dlangkat
untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuat dengan

ketentuan pcrundang-undangan yang berlaku.
r Daerah ‘adalah pegawai tidak tetap yang diangkat

berwenang untuk jangka waktu tertentu gun
pemerintahan dan pembangunan sesual dengan

daerah.

Pegawai Honore
oleh pejabat yang
melaksanakan tugas
kebutuhan dan kemampuan
sia yang selanjutnya disingkat MSDM
k manajemen Sumber Daya Manusxa
penempatan, peningkatan
mbangan karir, penghafgaan, ;_)enilaian?
perlindungan, dan sistem informasi
inas pendidikan Kabupaten Kudus.

mber Daya Manu

mua aspe
pengadaan,

Manajemen Su
adalah pengelolaan se
yang meliputi perer}canaan,
kualifikasi, sertifikasl, ?enge
pendidikan dan pelatlhanb
kepegawaian di lingkungan
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26.

27.

28.

Sistem Informasi Manai

SIMPEG adalah S;Itleai:n_)en Kepe,ga‘vaian yang selanjutnya disingkat

pengolahan data, tatake 'lnfgrmas‘ terpadu yang meliputi pendataan,
) 18, dan laporan sumber daya manusia yang

diterapkan atau akan dite
database berbasis pusat rapkan oleh oleh daerah dengan menggunakan

Sistem Inf i :
\~3lmg se;;;g?\s,; T\gi.m.a_]emen Sumber Daya Manusia Kependidikan,
'<um‘ber dziva ’ manllfsl?agka;z SU‘;SDMK, adalah sistem informasi
) - ependidi

menggunakan database berbasii :aeliigan Sebupster Kl yeng

}S\_iesterr?di cli?}iomafi Manaj;men Nomor Unik Pendidik dan Tenaga
i a"a.«‘d‘?“g selanjutnya disingkat SIM-NUPTK adalah sistem
informast pendidik dan tenaga kependidikan yang berbasis pusat yang
dikembangkan oleh Direktorat Jendera PMTK

{’endidik adalah guru yang mengajar di sekolah negeri maupun di
sekolah swasta yang berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan.

Tenaga Kependidikan adalah pegawai, baik pegawai negeri sipil
maupun yang .b.uk.an.pegawai negeri sipil di luar pendidik yang
mengabdikan diri di Dinas Pendidikan dan di sekolah-sekolah negeri.

Perencanaan adalah proses kegiatan penyusunan rencana sumber daya
mgnusia yang mencakup semua aspek manajemen sumber daya

manusia.

Pengadaan adalah proses kegiatan yang meliputi perekrutan, seleksi,
pengangkatan, dan penempatan pertama untuk mengisi formasi yang

lowong.

Mutasi adalah proses kegiatan menempatkan pegawai sesuai dengan
surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang
berkaitan dengan rotasi, pemindahan, dan promosi mengacu pada
upaya pemerataan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten

Kudus.

Analisis Beban Kerja adalah analisis ilmiah tentang berat beban kerja
yang pas bagi suatu jabatan sesuai dengan tupoksi, peran, tanggung
jawab, tersedianya sarpras, yang dinyatakan dalam berapa jam minimal
dalam’ satu minggu dimana yang bersangkutan harus menyelesaikan
pekerjaannya selama satu minggw/37,5 jam.

itas adalah adalah memeratakan jumlah guru
i ekolah dapat menikmati tersedianya

Persebaran gu
kolah tersebut memiliki guru

yang berkualitas sehingga semua S
guru berkualitas meskipun belum tentu se

vang bersangkutan
. : i adalah 'upaya
. kasi Akademik Pegawai a e e
Pempgkatfkn -%?enjang pendidikan akademik yang harus dimiliki
meningkatkan 1j batan yang bersangkutan.

oleh pegawai sesuai dengan persyaratan ja

A



29.

30.

3l

32.

33,

34.

35,

36.

3.

38.

39,

40.

41.

Sertifikasi adalah proses

e i : ‘
pejabat fungsional lainnyal') mberian sertifikat profesi untuk guru dan

Sertifikat pendidik adalal' bukti fo

diberikan kepada P rmal sebagai pengakuan yang

bagai tenaga profesional.

Pengembangan karir ada]

ah upa . " .
sccara bertahap untuk me Paya untuk meningkatkan karir pegawai

ncapai jenjang paling tinggi.

P enghar.gaax? adalah ganjaran, hadiah, apresiasi
yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah ’provinsi, pemerintah
kabupaten, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan,
yang dapat berupa finansial atay non finansial yang diberikan kepada
guru dan tenaga profesional di lingkungan Dinas Pendidikan

Kabupaten Kudus sebagai akibat dari prestasi dan/atau dedikasi yang
luar biasa.

ataupun pengakuan

Perlindungan adalah upaya untuk membela/menjaga kepentingan guru
dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten
Kudus dan atau dalam rangka mengayomi dari gangguan atau ancaman

hukum, dan gangguan terhadap/ancaman profesi, dan ancaman-
ancaman keselamatan serta kesehatan kerja.

Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disingkat Diklat, adalah
upaya untuk peningkatan keterampilan dan/atau kompetensi yang tidak
menghasilkan peningkatan kualifikasi akademik

Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat KKG adalah wadah
pengembangan profesi bagi guru Taman Kanak-kanak, dan Sekolah
D&sar untuk meningkatkan profesionalismenya;.

-~

Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP,
dan Musyawarah Guru Pembimbing yang selanjutnya disingkat MGP,
adalah wadah pengembangan profesi bagi guru Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
untuk meningkatkan profesionalismenya.

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutn)fa.disingkat
LPTK adalah Perguruan Tinggi yang mendidik tenaga pendidik.

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan selanjutnya disingkat LPMP
adalah lembaga yang berkaitan dengan pen.jamman mutu pendidikan,
tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya;

. s
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna

anggaran/pengguna barang.

Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program.

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang

selanjutnya disebut DP3,
penilaian pelaksanaan peke
jangka waktu 1 (satu) tah

adalah suatu daftar yang memuat hasil
rjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
un yang dibuat oleh Pejabat Penilai.
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BAB 11
PERENCANAAN SDM KEPENDIDIKAN

Bagian Kesaty
Penyusunan Rencana SpM Kependidikan

Pasal 2

ayat (1) mendasarkan pada sistem dan
J o ' prosedur penyusunan Rencana
SDM Kependidikan yang diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua
Formasi SDM Kependidikan

Pasal 3

BKD c_iap Dinas Pendidikan menyiapkan usulan formasi SDM
Kependidikan yang meliputi jumlah, kualifikasi pendidikan, dan
kompetensinya.

Usulan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
rencana SDM Kependidikan.

Bagian Ketiga
Rencana SDM Kependidikan

Pasal 4

Rencana SDM Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan didasarkan pada

analisis kebutuhan pegawai.

Rencana SDM Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup: _
a.  jumlah kebutuhan pegawai; . . ‘
b.  jumlah yang perlu ditingkatkan kualifikasi akademiknya;

¢. jumlah yang akan ditingkatkan kompetensinya atau yang aka}n
diikutsertakan dalam sertifikasi baik melalui sistem portofolio
maupun pendidikan dan pelatihan;

d.  jumlah yang akan dinaikkan pangkat, golongan, dan ruang;s

e.  jumlah yang akan mendapatkan penghargaan; Qan .

f. jumlah yang akan diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan.

Rencana SDM Kependidikan khusu§ untuk guru, mencakup jumlah
vang dibutuhkan dirinci per jalur, jenjang, status sekolah, kelas, mata
pelajaran, lokasi, kualifikasi akademik, pangkat/golongan ruang, dan

tingkat kompetensi.

idi i dimaksud pada ayat (1)
Rencana SDM Kependidikan sebagaimana a (
disusun dengan mendasarkan pada kebutuhan SDM Kependidikan tiap

Jjenjang pendidikan, sebagai berikut:



mengajar; rang guru mengajar memenuhi beban

C.

(satu) orang laboran untuk

Sekolah Menengah )
orang Kepal 8ah Pertama, paling sedikit mempunyai 1 (satu)

pala Sekolah, ] (satu)_orang wakil Kepala Sekolah, 1
Setiap laboratorium, 1 (satu) orang

garxingguilllsrraktzwa?,'z (dua) orang penjaga, 1 (satu) orang satpam,
pelajaran yang dihitung berdasarkan rumus sebagai

berikut:

(ZMP1 x ZK1) + (ZMP2 x TK2) + (EMP3 x ZK3)

KG =
ALY
Keterangan
KG : Kebutuhan Guru
ZMP :Jum!ah jam mata pelajaran per minggu pada mata
pelajaran di satu tingkat
ZK + Jumlah kelas pada suatu tingkat yang mengikuti pelajaran
tertentu
IW  : Jumlah jam wajib mengajar per minggu (24 jam

-

pelajaran)

d. Sekolah Menengah Atas, paling sedikit mempunyai 1 (satu) orang
Kepala Sekolah, 2 (dua) orang wakil Kepala Sekolah, 1 (satu)
orang laboran untuk setiap laboratorium, 1 (satu) orang Kepala
Tatausaha, 3 (tiga) orang tenaga administrasi, 1 (satu) orang
pustakawan, 2 (dua) orang penjaga, 2 (dua) orang satpam, dan guru
mata pelajaran yang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

(EMP1 x ZK1)+(EMP2 x ZK2)+(ZMP3 x £K3)+... (EMPn x ZKn)

KG =

AW

Keterangan :

KG

. Kebutuhan Guru
. Jumlah jam mata pelajaran terbesar pada esemester

IMP . :
ganjil/genap per minggu pada mata pelajaran tertentu di
satu tingkat ' o .

SK - Jumlah kelas pada suatu tingkat yang mengikuti pelajaran
tertentu _ o _

SW - Jumlah jam wajib mengajar per minggu (24 jam
pelajaran)

e. Sekolah Menengah Kéju
orang Kepal
(satu) orang
laboran untuk se
Tatausaha, 5 (lima) orang

ruan, paling sediki.t mempunyai 1 (satu)
a Sekolah, 1 (satu) orang wakil K.epala Sekolah, 1
Ketua untuk setiap Program Keahlian, 1 (satu) orang
tiap laboratorium, 1 (satu) orang Kepala

tenaga administrasi, 1 (satu) orang



KGn/a =
W
Keterangan :
KG + Kebutuhan Guru per mata pelajaran / bidang studi (guru

pustakawan, 3 (tiga) orang penjaga, 2 (dua) orang satpam, dan

uru mata pelaj ) ;
t!:erikut: pelajaran yang dihitung berdasarkan rumus sebagai

I. Formula Perhitungan Jumlah
: Kebutuhan Guru per Mata
Pelajaran (Kelompok Normatif dan Adaptif): ’

(EMPT x EK1) + (EMP2 x £K2) + .. (tMPn x £Kn)

mata pelajaran kelompok normatif dan adaptif)

IMP Jum!ah jam mata pelajaran per minggu pada suatu mata
pglajqran adalah Durasi Waktu (DW) mata pelajaran
dibagi 3 tahun, dan dibagi 38 minggu.

DW
IMP =
3x 38
LK : Jumlah kelas pada suatu tingkat yang mengikuti mata

pelajaran yang sama untuk semua spesialisasi

ZW  : Jumlah jam wajib mengajar per minggu (24 jam
pelajaran)

1,2..n : Tingkat kelas

2. Formula Perhitungan Jumlah Kebutuhan Guru Spesialisasi
(Guru Mata Pelajaran Kelompok Produktif):

-

KGs =

(EMP1x TK1xZKP1)+(EMP2xZK2x £KP2) + ...(EMPnxZKnx KPn)

ANY
Keterangan :
KG : Kebutuhan Guru per spesialisasi (guru mata pelajaran

kelompok produktif)
IMP : Jumlah jam mata pelajaran per minggu pada suatu mata
pelajaran adalah Durasi Waktu (DW) mata pelajaran

dibagi 3 tahun, dan dibagi 38 minggu.

DW
IMP =
3x 38
ZK . Jumlah kelas pada suatu tingkat yang mengikufi mata

pelajaran yang sama untuk semua spesialisasi

TKP : Jumlah kelompok pelajaran produktif (teori dan praktek)
setiap rombel pada suatu tingkat yang mengikuti mata
pelajaran produktif tertentu .

SW  : Jumlah jam wajib mengajar per minggu (24 jam
pelajaran)

1,2.n : Tingkat kelas
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Bagian Keti
. ) ga
Mutasi yang Berkaitan denggn Promosi dan Pengembangan Karir

Pasal 29

}l:/Iuitra S;CS;) I;?mlzlt:zeg.d idikan dalam rangka promosi dan pengembangan
& g imaksud dalam Pasal 11, Kepala Dinas Pendidikan

terlebih  dahulu  meminta masuk i
i a
Kependidikan yang bersangkutan. n dari atasan langsung SDM

Kepala Dinas Pendidikan setelah menerima masukan dari atasan langsung
SV Kependidikan yang bersangkutan, menyusun dan mengusulkan
jabatan dan urutan jabatan yang setingkat kepada Bupati.

Atas ‘{SUI Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bupati memproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

. Bagian Keempat
Mutasi yang Berkaitan dengan Alih Profesi

Pasal 30

Penempatan SDM Kependidikan yang berkaitan dengan alih profesi
dilakukan apabila seorang SDM Kependidikan berkeinginan pindah
profesi, baik antar jabatan fungsional maupun dari jabatan fungsional ke
jabatan struktural dan sebaliknya.

Ungak jabatan fungsional guru, alih profesi tersebut dapat berupa
perpindahan dart:

a. guru mata pelajaran tertentu ke guru mata pelajaran lain;

b. guru kelas menjadi guru mata pelajaran; atau

c. jabatan fungsional ke jabatan struktural.

Pasal 31

dan BKD menyiapkan daftar nama SDM
n, dan jabatan-jabatan alih profesi untuk setiap
ndahan jabatan.

Dinas Pendidikan
Kependidikan, jabata :
pegawai yang menginginkan perpt

dikan setelah menerima masukan dari atasan
kan yang bersangkutan, menyusun dan
tan jabatan yang setingkat kepada Bupati.

Kepala Dinas Pendi .
langsung SDM Kependidi
mengusulkan jabatan dan uru

Bupati menetapkan mutasi berkaitan dengan alih profesi sepagai berikut:
a. dari jabatan fungsional ke jabatan struktural_ dan sebaliknya;
b. dari jabatan fungsional ke jabatan fungsional yang tidak dalam

jenjang yang sama.
h profesi selain sebagaimana dimaksud

. . an ali .
Mutasi yang berkaitan deng ala Dinas Pendidikan.

pada ayat (3), ditetapkan oleh Kep
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Pasal 32

Mutasi yang berkaitan dengan alih profesi sebagaimana dimaksud dalam

pasal 30 dan Pasal 31 dilakukan sec :
persyaratan yang ditentukan. ara selektif dan mendasarkan pada

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). di : .
Kepala Dinas Pendidikan. P yat (1), diatur lebih lanjut oleh

Bagian Kelima
Pelaksanaan Mutasi

Pasal 33

SDM Kependidikan yang dimutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26, Pasal 29, dan Pasal 30 wajib melaksanakannya.

sDM Kependidikan yang tidak bersedia melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu
Peningkatan Kualifikasi Akademik SDM Kependidikan

Pasal 34

Gure: wajib meningkatkan kualifikasi akademiknya paling rendah
mencapai jenjang pendidikan Strata 1 (S-1) atau Diploma 4 (D4)
Kependidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu pada jenjang
pendidikan di tempat yang bersangkutan mengajar.

Guru yang tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) karena belum ada LPTK yang membuka Program Studi
tertentu, dapat meningkatkan kualifikasi akademiknya pada Program
Studi serumpun.

Untuk mendukung peningkatan kualifikasi akademik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan dan BKD melakukan hal-hal

sebagai berikut:

a. menyusun persebaran SDM Guru menurut kualifikasi akademik,
jenjang, jalur pendidikan, status sekolah, tingkat kinerja sekolah,
tingkat layanan sekolah, dan lokasi, baik di tingkat desa/kelurahan,

maupun kecamatan; .

b. melakukan identifikasi guru yang memerlukan peningkatan
kualifikasi akademik;

¢ menyusun urutan prioritas guru Yang perlu _ditingkatkan
kualifikasinya berdasarkan persebaran guru dan hasil identifikasi
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hut:uf b, sesuai dengan kuota
yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
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:

ru yang akan mengikuti x
) ;‘; di d)ilkan Strata 1 %S-l]l)l ;;ougrgr? 1pemngkatan kualifikasi ke jenjans
P emenuhi ketentuan: ploma 4 (D4) Kependidikan wajiP
a. gurue gsrr;ga :erst;xtu; PNS dan CPNS di lingkungan Dinas Pendidikan,
be;p b lp: a Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 tentan®
Pe oman elaksanaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri
sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

b, guru yang berstatus bukan PNS pada sekolah sw i
. . S . asta dalam binaan
teknis Dinas Pendidikan, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas
pendidikan.

Pasal 35

Penyelenggaraan pe{lingkatan kualifikasi dilaksanakan melalui kerjasama
jengan LPTK yang ditunjuk oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 36

(1) pembiayaan peningkatan kualifikasi diatur sebagai berikut :

a. biaya studi dapat diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan,
sebagai berikut :
) bagi guru lulusan SGA, §PG. SGO, PGA, PGSLP, KPG, KGO.
dan pendidikan guru lainnya yang sederajat, paling Jama 10
(sepuluh) semester,

2) bagi guru Julusan Diploma 2 (D2), paling lama 6 (enam) semester;

dan

3) bagi guru lulusan Diploma 3 (D3), paling lama 5 (lima) semester;

udi dapat diberikan kepada guru yang sedang
katan kualifikasi pendidikan Strata 1 (S-1) atau
atas biaya sendiri dan memenuhi

b. baftuan biaya st
mengikuti pening
Diploma 4 (D4) kependidikan
persyaratan.

(2) Persyaratan untuk mendapatkan biaya studi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 37

biaya studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
tidak dapat menyelesaikan studi sampai dengan
b menyelesaikan studi dengan biaya sendiri.

(1) Guru yang mendapatkan
36 ayat (1) huruf a yang
batas akhir masa studi, waji

menyelesaikan studi sebagaimana

ajiban
mbalikan biaya studi yang telah

(2) Guru yang tidak memenuhi kew
dimaksud pada ayat (1) wajib menee
diterima. .

(3) Kewajiban mengembalikan piaya studi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dikecualikan bagi gurd yang:

a. meninggal dunia; g ;
b. sakit ygaig mengakibatkan tidak dapat menyelesaikan studinya.
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Pasal 38

peningkatan (‘;‘c‘f“:ﬁk”i akademik bagi tenaga kependidikan di lingkungan
pinas  Pen . an yang berstatus PNS dan CPNS, berlaku ketentuan
sebagﬂ‘ma“a iatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 tentang

pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Jjin Belaj i i Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus_J elajar Pegawai Negeri Sipil di

Bagian Kedua
Sertifikasi

Pasal 39
(1) Guru dalam jabatan wajib mempunyai sertifikat profesi pendidik.

(2) SCmﬁkaSi. guru.dala.m jabatan, dapat diikuti oleh guru yang telah
memenuhi kualifikasi akademik paling rendah Strata 1 (S-1) atau

Diploma 4 (D4) Kependidikan dan memiliki Nomor Unik Pendidik dan
Tenaga Kependidikan (NUPTK).

(3) Sertifikasi untuk memperoleh sertifikat pendidik terdir dari model
penilaian portofolio dan pendidikan profesi.

(4) Guru dalam jabatan dapat memilih model sertifikasi sesuai dengan
keinginannya.

(5) Penctapan model sertifikasi yang dipilih oleh guru dalam jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

- : . .
(6) Dalam pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Dinas Pendidikan dan BKD melakukan:

a. penyusunan persebaran SDM Guru menurut masa kerja, usia,
pangkat/golongan ruang, beban mengajar, tugas tambahan, prestasi.
kualifikasi akademik, jenjang, jalur pendidikan, status sekolah, tingkat
kinerja sekolah, tingkat layanan sekolah, dan lokasi, baik di tingkat
desa/kelurahan, maupun kecamatan;

b. penyusunan urutan prioritas guru yang memenuhi persyaratan untuk
mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan berdasarkan persebaran guru

sebagaimana dimaksud pada huruf a;

¢. penyusunan daftar peserta sertifikasi guru dalam jabatan menurut
masa kerja, usia, pangkat/golongan ruang, beban mengajar, tugas
tambahan, prestasi, kualifikasi akademik, jenjang, jalur pefdidikan,
status sekolah, tingkat kinerja sekolah, tingkat layanan sekolah, dan
l lokasi, baik di tingkat desa/kelurahan, maupun kecamatan,
4 berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah

Propinsi; .
d. penyusunan jadwal pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan;

’ ¢. sosialisasi kepada guru tentang prosedur sertifikasi berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 40

fikasi gury dalam jabatan sebagai
‘ gaimana dimaksud
dxselcnggarakan oleh LPTK yang terakreditasi dan dii:mpl(:::xa?legaﬁlcnfr;

péndidikan Nasional.

Pasal 41

ifikasi guru dalam jabatan bagi guru mata pelajaran pendidikan Agama

Sert
an pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

perpedom
Pasal 42,

1 G_urg yang dapat mengikuti sertifikasi model penilaian portofolio

dxpnorltaska'n bagi guru yang memenuhi persyaratan:

masa kerja; '

usia; '

pangkat/golongan ruang;

beban mengajar;

tugas tambahan;

prestasi;
dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.

@ Mmoo oo o

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih
lanjut oleh Kepala Dinas. )

(3) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan
dilaksanakan melalui  uji

sebagaimana dimaksud pada ayat @)

kompetensl.

4) Uj }gmpetensi sebagaimana dimaksud pada.aya‘t 3) dilakukan dalam
bentuk penilaian dokumen portofolio yang meliputt

kualifikasi akademik; !

pengalaman mengajar; .
perenc aan pembela)aran;
penilaian dar
prestasi akademik; '
karya pengembangan profest;
keikutsertaan dalam qr:_ s

pengalaman organisast ¢! idang KeF
penghargaan yang relevan dengan bidang

| atasan dan pengawas;

ependidikan dan sosial; dan
pendidikan.

s e

lulus penilaian portofolio seba‘gaimana

® Si}iun:;lks:zl;?daj:;:tt ?2), )r::riperoleh sertifikat pendidik-
pasal 43
1) iy el [abatan yang penilaian pOrtOfolio sebagaimana
dimaksud dalam pasal 44 elengkapi dokum

a. melakukan kegigta.n-ke
agar mencapai nilal

uti pendidikan
i persyaratan

en portofolio

|atihan profesi guru yang diakhiri dengan
b. mengik dan Peg ditentukan olen LPTK penyelenggara
ujian sesual

sertifikasi.




r' =

(2)

4)

Ujian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b k
, mencakup:

ii kompetensi : ;

1L<Jé]1111ampulan nnnslcngecli?agoglk yaitu melakukan pengujian terhadap

cmahaman terhada pempeElanr pesent didik yang meliputi

pcmbelajaran cvaluapsi izss?]ng ldfdik,d perancangan dan pelaksanaan
eialicncd elajar, dan pe

untuk mcngaktuallsa51kan berbagai pOtens??Z%\:T:j?i?ﬁi?ni,?crta S

a.

b, Uj kompetensi  profesional yaitu melakukan pen ,uiian terhadap
Kemampuan  penguasaan materi  pembelajaran sc%z{]m Juas dan
mcndalam. yang memungkinkannya membimbing pcs‘cru{ didik
mcn‘wnuhl Stz.m.dar kompetenst  yang ditctapkan d'll’{m Standar
Nasional Pendidikan; ¢ o i

Uji kompetensi kepribadian yaitu melakukan mengujian terhadap

kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, berakhlak mulia;

d. Uji kompetensi  sosial yaitu melakukan pengujian terhadap
kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk
bcrkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama
pendidik, tenaga kependidikén, orangtua/wali peserta didik, dan

masyarakat sekitar.

lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru

Guru dalam jabatan yang
ada ayat (1) huruf b memperoleh sertifikat

sebagaimana dimaksud p
pendidik.

Guru dalam jabatan yang pelum lulus pendidikan dan pelatihan profesi
{ b diberi kesempatan

guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru
untuk mengulang ujian materi pendidikan dan pelatihan yang belum lulus.

Ujiageulang terhadap guru yang belum lulus ujian materi pendidikan dan
pelatihan scbagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi kesempatan paling

banvak 2 (dua) kali.
Pasal 44

¢ mengikuti sertifikasi mode! pendidikan

Guru dalam jabatan yans dapa :
hi persyaratan:

profesi diprioritaskan bagi yang memenu

a. prestasi;

b. usia;

c. masa kerja,

d. pangkat/golongan ruang;

c. beban mengajar

f tugas tambahan;

g. dedikast, Joyalitas, dan tidak tercela. .

aksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh

Persyaratan sebagaimana dim

Kepala Dinas pendidikan.
endidikan profcsi dilaksanakan

j an model P
h LPTK yang terakreditasi

Sertifikasi bagi gurt dal
melalui pendidikan yang d elenggg;aka:hc;}(emal.
dan ditetapkan oleh Menter! pendidikan &




Pasal 45

piaya program sertifikasi guru dalam ; .
(1) pcndapatan dan Belanja Negaraqm Jabatan dibeb

Dacrah Provinsi maupun Anggara
Kabupaten.

ankan pada Anggaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja

n :
Pendapatan dan Belanja Dacrah
Alam hal terbatas . .
Dalam he alasnya anggaran baik dari Pemerintah maupun Pemerintah
«

yeovinsi dan Pemerinta

| r\(tuk eraattisinas élﬁl'ﬁ\b\lpa\cp, serta masyarakat dapat diikutscrtakan
L ‘ st dalam pembiayaan program sertifikasi guru dalam
‘\abz\\un : St g ale

3 partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud i i
lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan ud pada ayat (2) distur febih
Pasal 46
(

s \ N e b .
1) Pembiayaan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan yang bersumber

dc}“ Anggaran 1 C}ldapﬂtan dan Belanja Dacrah Provinsi dan Kabupaten,
diatur scbagai berikut

. model penilaian portofolio, biaya sertifikasi dapat diberikan paling

b;mynk' untuk 2 (dua) kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang
tclah ditentukan oleh pemerintah ;

b. model pendidikan profesi, biaya sertifikasi dapat diberikan paling lama
2 (dua) semester secara berturut-turut disesuaikan dengan kalender
pendidikan LPTK yang ditunjuk oleh pemerintah;
¢ Guru dalam jabatan yang dalam waktu 2 (dua) scmester sccara
perturut-turut tidak  mampu memperoleh sertifik

menyelesaikan dengan biaya sendiri.
LN

at pendidik  wajib

(2) Guru dalam jabatan dapat mengikuti s
dengan biaya sendiri.

crtifikasi model pendidikan profesi
(3) Guru dalam jabatan yang mengikuti sertifikasi dan memilih modcl

pendidikan profesi dengan biaya sendiri dan belum pernah mendapatkan

bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dapat diberi bantuan
biaya.

(4) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan bantuan biaya scrtifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Kepala
Dinas Pendidikan.

Pasal 47

(1) Bagi guru yang sudah memperoleh sertifikat pendidik harus tetap
“ berupaya untuk mempertahankan keprofes1onalannya.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh
Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 48

Dinas Pendidikan membentuk Tim Pelaksana Sertifikasi Guru dalam jabatan.

W——W



Katan kualifikasi akademik dan sertifikasi bagi tenaga kependidikan

Pasal 49

S:lziir;ggum diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 50

1) Pen1efint2}h» pemgrmtah provinsi, pemerintah kabupaten. masyarakat.
organisast profesi, dan/atau satuan pendidikan dapat memberikan
penghargaan kepada guru yang:
a. perprestasi luar biasa,
b. perdedikasi luar biasa.

penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:

2)

a. finansial/uang;

b, tandajasa;

c. kenaikan pangkat istimewa;

d. plagam,

e. pemberian prioritas dalam seleksi peningkatan kualifikasi akademik,

£ pemberian prioritas dalam seleksi untuk memperoleh sertifikat profesi:

dan/atau
g. pentuk penghargaan lain.

Pasal 51

(1) Pengpargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dapat diberikan pada
gnat/bersamaan dengan pcristiwa-peristiwa penting tertentu, baik peristiwa
nasional ataupu daerah, atau dapat diacarakan tersendiri.

(2) Bentuk dan tingkatan penghargaan sebagaiman

ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

a dimaksud dalam Pasal 50

Pasal 52

(1) Dinas Pendidikan dan BKD menyusun persyaratan-persyaratan untuk

memperoleh penghargaan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut
bentuk dan tingkatan penghargaan, yang diatur lebih lanjut oleh Kepala

Dinas Pendidikan. .

(3) Dinas Pendidikan, BKD; dan Bappeda mengusahakan anggaran yang
dibutuhkan untuk pemberian penghargaan tersebut melalui APBN, APBD

Propinsi, APBD Kabupaten, dan masyarakat.
Pasal 53

(1) Dinas Pendidikan dan BKD menyiapkan tata cara pemberian penghargaan

kepada guru.

(2) Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten melakukan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan kepada guru.



48 )

inas pendidikan berkewaji
D e , ajiban memberikan sosialisasi
pemberia penghargaan kepada guru sialisasi tentang tata cara

Pasal 54

penghar82al dan tatacara pemberian penghargaan kepada tenaga kependidikan

diatur

(1)

2)

3)

(4)

)

(M

(2)

(3)

lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
PERLINDUNGAN
Pasal 55

Pcmeljmtgh, Pemerintah  Provinsi, Pemerintah Kabupaten. masyarakat.
orgqmsw profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan
perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas

perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan:
a. hukum; '

p. profest;

c. keselamatan dan kesehatan kerja.

Perlindungan hpkum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
mencakup perh'ndungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman.

perlakuag diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak
peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak

lain.

Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak
sesuasrdengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang
tidak wajar dan/atau bertentangan dengan azas kepatutan, pembatasan
dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan
pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam

melaksanakan tugas.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat 2) huruf ¢, mencakup perlindungan terhadap rlsxkq gangguan
keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada. waktu kerja, bencana

alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.
pasal 56

menetapkan:

Dinas Pendidikan menyusun dan men :
i jenis perlmdungan; .

a. kriteria untuk masmg—masing
b. kriteria yang akan dilindungl;
c. jenis bantuan yang akan diber11_<an;

d. mekanisme pelaporan dan perlmdungan.

pagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

ntuan S€ _
. n BKD serta satuan kerja dan

Dalam menyusun K “O%% denga
Pendidikan melakukan koordinas! engéa

instansi terkait.

identiﬁkaSi dan pendalaman kasus, terutama
ancaman dan perlakuan, jenis

an ancaman dan perlakuan, sebab-

a berat kesalahannya, serta

Dinas Pendidikan melakukag

yang berkaitan dengan rius
ancaman dan pcrlakuan, tingkat kese e ap
scbab adanya ancama an perlakud® ©

dampaknya terhadap organisasi dan profest:

“e—



P S

Jasil identifikasi
) B si dan pendal
3). dilaporkan k aman kasu ;
( epada Bupati disertai dz:;:zgsztmana dimaksud pada ayat
_ . ran tindakan
( Dinas pendidikan, BKD. d ]
dibuluhkan untuk pem i % Bappeda me
pendapatan dan Bglan?:rl;n perlindungan r:grusifg‘akan anggaran yang
pacrah Provinsi, Anggara ;gara, Anggaran pengt melalui Anggara®
dan masyarakat. an Pendapatan dan Bclqnjqalgiin ]d? bBelanJa
anja Dacrah Ka upaten,

Pasal 57

|y Dinas pendidikan da .
) n BKD menyiapkan tata cara pemberian perlindungan

kepada gurtl:

pejabat pembina K i
. epegawaian Kabupaten melakukan monitoring dan

evaluasl pelaksanaan pemberian perlindungan kepada g
uru.

Dinas pendidikan b i
an berkewajiban memberikan sosialisasi tentang tata card

pcmberian perlindungan kepada guru

Pasal 58
perlindungan kepada tenaga

dan tatacard pemberian
n Bupati.

Perlindungan
ebih lanjut dengan Peratura

kependidikan diatur |

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
v

Umum

pasal 59
Kependidikan dilakukan sebagal
ang, promosi atau

an Evaluasi SD
i angkat/ golongan/ ru

usul kenaikan P
eroleh penghargaan.

persyaratan untu
an untuk memp

gan Karir, d
a ayat (1), terdiri dari

agaimana dimaksud pad
an penilaian spesiﬁk.

) Monitoring d
a ayat (2), merupakan

penilaian standar
ifik sebagaiman? dimaksud pad

adap penilaian standar.
[ ]

Bagian Kedua
Penilaian gtandar

(3) Penilaian SP€®
penunjang ter

pasal 60

dar atau umu adalah DP3.
elaksanaan pengisian,

(2) Fakto ' un penilaian, cara
; yang digun? a N _
serta ca);a ;%en ggunaan hasil penilal berdasarkan peraturan perundang

undangan yané perlaku:
g penilaia® pp3 me¢

(3) Dalam melakuka
spesifik.

(1) Penilaian stan

mpex’cimbangkan hasil penilaian



=

2)

3)

4)

(5)

(6)

(2)

©)

ngian Ketiga
Penilaian Spesifik

Pasal 61

penilaian spesifik didasarkan pada : y

dituangkan dalam bentuk Kontrak Kinerjap::tc;ig?lan target-target  Yane

~ Bupati dengan Kepala Dinas; '

b, Kepala Dinas dengan Pejabat Esel . . :
Dacrah atas nama Bupati: elon 111 diketahui oleh Sekretaris

c. Kepala Dinas dengan Kepala UPTD, Ke ;
; . , Kepala Dinas dengan Kepala
SMP’l Kgﬁ)\iﬁ Dinas dengan Kepala SMA, atau Kepala Dinas dengan
Kepala K masing-masing diketahui oleh Sekretaris Daerah atas
nama Bupati;

d. II’;Jabat Eselon 1II dengan Pejabat Eselon IV diketahui oleh Kepala

inas;

e. Kepala SMP, Kepgla SMA, atau Kepala SMK dengan Kepala Tata

Usaha Sekolah masing-masing diketahui oleh Kepala Dinas.

Bentuk dan isi Kontrak Kinerja serta tata cara laporan pencapaian target
kinerja diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas .

Dinas Pen@idikan melakukan koordinasi dengan BKD dan/atau satuan
kerja terkait dalam penyusunan tatacara penilaian spesifik.

Tata cara penilaian spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. penentuan faktor penilaian untuk setiap aspek MSDM Kependidikan;
b. penyiapan instrumen penilaian SDM Kependidikan;

¢. penentuan jadwal penilaian;

d. penentuan pihak yang diberi tugas untuk melakukan penilaian;

c. peeentuan cara penyeimbangan nilai, dalam hal terjadi kesenjangan

nilal.
Hasil penilaian spesifik digunakan sebagai pertimbangan dalam

pelaksanaan mutasi, peningkatan kualifikasi pendidikan. sertifikasi.
promosi atau pengembangan karir, dan penghargaan.

Faktor penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, lebih

diutamakan pada kinerja pegawai.
Pasal 62

Dinas Pendidikan bekerja sama dengan BKD menyusun tatacara penilaian

pegawal.

L]
Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi kepadg SDM Kependidikan
mengenai kebijakan dan tatacara penilaian pegawal.

dengan BKD melakukan monitoring dan

Dinas Pendidikan bekerjasama e
DM Kependidikan.

evaluasi pelaksanaan penilaian S



WAR ¥
PEMIMINEAN DaN PELATIHAN

agian ¥
Ve 91 Vening Pendin dan b
Vsl 67
s wrdin am)
I L L
[kt Dosiam Iabmian
Vasnl 64

1;)

)

)

14/

(A pIREIA wehagsimane Simsksud dulam Pas) 63 huraf
KA SR S paral g atan CPING ;;wnj:;?imgs. e

gt prapabmtin 1eidin) dap)

a LKt e golongn | upiak VNS golongan )
b okt gt gl 18 untak CYINS golongan 1),
okt prbmten wolongen 111 untk CYINS golongan 1))

£ PI wmiihs isng ¥ §)iv)at prapabmtan pading, Jama 9 (dua) 1ahup setelah
;,«;;',/m;yymmy;, sy CPINS

Loy t'ﬁh)/m BRIV A ;;,y,,)g«;/j’ j/“&," PN '-//ﬂjlb HWUZWUU dan lulus
1))yt ormyahyatio

usm) 0%
v
1)t Awlai jatmtal) sy Inahn dimpaksud dalmn Vasal 07 huruf b,
Ay wanm¥nn Wty LTI YY) pengetahun, ketyampilan, dan sik'ap
SINN Korprndiiin)) agp dpput nelaksanakan LAY dengan  sebaiks
buivnyn

§)ix )t dadmin Jabstan) werdir) Aar)
i Ikt BapEIINIINeD,
Lot bungsions),

oA nkm ks

r— almana i ud pada ayat (2) buruf g,
ikt kepemimpinan sebagaimans dimaksud paca e
/5:;4;311/;1»%#&4;"1%{:14 IIERApR) POrsyATAAn kompetensi SIM Kependidikin
Jeryi, i) AEngan JEniang JADRAD struktira). .
o S Ktgprndidikan wrdiri darl

i ’{j’,,ﬁ;ﬁ‘”ﬁ%ﬁ%’;ﬁsz"”fnwr 7 adatah Diklat Vimpinan untuk
. ;}Z";::;‘{‘" ’ m}q‘é”‘;m {41, adalah Diklat Pimpinan untuk
/ »

;MW ?r;;t:??{:? mﬂﬁl"igékm §1, adnlsh Diklat Pimpinan untuk
A g 24

Submtnn S yae ypehon



Pasal 66

piklat Fungsional SDM K

al 65 ayat ependidikan : .

pasa yat (2) huruf b, dilaksanaka:e?ni%ﬁ;:nxjncﬁi‘;:gksud dﬂhllm
apal pcrsyarn an

; 1(3“ engan j 1 i a S
[“LL;HIE. g 1§ dan labt Iim fllng Qi ﬂl | i !
[ < nas “Ej_

Jenis dan jenjang Diklat fungsi

. ¢ UngS]On 1 ,

rungsional SDM Kependidi al untuk masing-masing j¢

atas ditetalpkan/ditcnlt)endldlkan sebagaimana dimalzsmdg g Jo

atas, ukan oleh Menteri Pendidik Iflu pada ayat (1) di
ikan Nasional.

Pasal 67

iklat Tek 1S 1 .

([fill];kqsanakanrr Silt)slgjamn;zr:liag;maksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf ¢
e i . , :
K ependidikan untuk pelaksanaan tﬁegrassyamtan kompetensi  (cknis SDM

Diklat Teknis scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan

secara berjenjang. .
Jenis dan Jenjang Diklat Teknis sebagai i

, : agaimana dimaksud pada ayat 1) de
2). d1tetapkan/d1tentukan oleh Menteri Pendidikan I\Iasio?:a(l.q EEHEE

Bagian Kedua
Kebutuhan Diklat

Pasal 68

d dalam Pasal 63, dirancang berdasarkan

Diklat sehagaimana dimaksu
kelompok SDM

kebutuhan diklat untuk SDM Kependidikan dan/atau
Kependidikan.

imaksud pada ayat (1) di atas.

an diklat sebagaimana d
an dan/atau

Kebutuhan ak
standar kompetensi sesualu jabat

dirumuskan perdasarkan
kelompok jabatan. "

kan dan pelatihan kepemimpinan didasarkan pada

Kebutuhan akan pendidi
Jam setiap eselon.

kompetens kelompok jabatan da
fungsional ~rumpun

n pelatihan
guru, pengawas.

an pendidikan da
petensi sub rumpun

Kebutuhan ~ak
dasarkan paca kom

kependidikan di
dan penilik.

Sub rumpun sebagaim
Guru Taman Kana
Pembimbing. Pengawas 1

Penilik Pendidikan
an pada kompetensi tugas

Kebutuhan akan diklat Kepala Sekolah didasark
Kepala Sekolah.

sdi Jatihan teknis didasarkan pada
Kebutuhan aken pendldlkan s I?: jabatan atau kelompok jenis

kompetensi teknis dari set1ap jen

jabatan/rumpun jabatan-




r’

Pasal 69

. kepemimpinan dan fungsional di
piklat : al didasarkan ; ,
ditetapkan/dltentukan oleh Lembaga Administrasi N‘lagi?adlklat standar yans

Pasal 70

oy didik
) Dinas pendidikan dan BKD menyusun rancangan kurikulum dan materi

diklat perdasarkan ketentuan yan : : >
gebutuhan daerah. yang berlaku dan disesuaikan dengan

jam hal diklat tertentu pe '
(2) Da penyusunan rancangan kurikulum dan materl
diklat menggunakan metode yang lebih fokus pada praktek kerja (on-the-

job). studi kasus dan pendampingan, dan di :
sendiri (in house). PRE an diselenggarakan di sekolah

Pasal 71

) Dinas Pendidikgn 'dap.at bekerja sama dengan BKD dalam penyusunai
program semua jenis diklat beserta kerangka acuan.

(2) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup latar
belakang, kompetensi dasar, indikator keberhasilan, materi, metode,
penyelenggara. widyaiswara, instruktur, fasilitator, sarana prasarana
pcmbiayaan, jenis sertifikat yang diperoleh, dan jadwal diklat.

(3) Dinas Pc“d_idik“” dapat bekerja sama dengan BKD dalam pclaksanaan
diklat sesuai dengan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dinas Pendidikan, BKD dan Bappeda mengusahakan alokasi anggaran
untu}}membiayai pelaksanaan diklat.

Pasal 72

Kepala Dinas pPendidikan dan Kepala BKD melakukan monitoring dan
evaluasi diklat, baik pada saat pelaksanaan maupun setelah selesai diklat, yang
meliputi:
a.  kesesuaian hasil pelaksanaan diklat dengan Kerangka Acuan;
b. peningkatan kompetensi setelah niengikuti diklat;
. ¢. pendayagunaan alumni diklat.

BAB XI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SDM KEPENDIDIKAN
Pasal 73 «

(1) Penyelenggaraan manajemen SDM  Kependidikan didukung dengan
Sistern Informasi Manajemen 4DM Kependidikan.

(2) Sistem Informasi Manajemen SDM Kependidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), didasarkan pada database SDM Kependidikan yang

berbasis daerah.

(3) Database SDM Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ),

mencakup semua data yang dibutuhkan untuk pengqperasian SIM-NQPTK
dan aplikasi pengambilan keputusan mengenail aspek-aspek Sistem

Informasi Manajemen SDM Kependidikan.



=

|

abase SDM Kenendidi

(4 patabase Lependidikan sebagai , :

) melayan) gistem Informasi Manajcmeangﬁgtgv?;gzk?;xd p:da et &
- yaian Dacrab.

. Gigtem Informasi Manaj )

6 |atabnse SDM chendid'g:mc" SDM  Kependidikan didasarkan pada
c,/ i ayat (1) dary o Ixan yang berbasis daerah sebagaimana dimaksud
pada Ayt an ayat (2) dikembangkan secara bertahap dah dimulai

denpan gistem dan database untuk me
g.:,;)MK dan peta SHMEK mendukung penyusunan rencana

Pasal 74

[utabase sebagaimana dischutkan dalam Pasal 73 ayat (2) dapat
clnl,c11'npu'tkan d;m' dikelola oleh Sekolah Menengah  yang ditunjuk sebaga
pusat lclf.nolu;y lr'lf(')rmam dan Komunikasi berdasarkan kontrak kerja
denpan 1inas Pendidikan,

(2) D ’d;':lar'n kontrak kerja scbagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
sedikit disebutkan hal-hal sebagai berikut:
a  data, bzglk data mental, maupun data yang sudah diproses adalah
milik DDinas Pendidikan;

b, hak intelektual dari perangkat lunak yang dipergunakan adalah milik
hersama Dircktorat Pembinaan SMK dan Dinas Pendidikan;

[ pcn;z,cmhun;:,nn atas perangkat lunak tersebut hanya dapat dilakukan
atas izin dan perintah Dinas Pendidikan dan Direktorat Pembinaan
SMK;

ri Sekolah Menengah yang ditunjuk scbagaimand dimaksud pada ayal
(1) di atas, hanya dapat mengubah perangkat lunak terscbut atas
perintah dan petunjuk Dinas Pendidikan dan Dircktorat Pembinaan

MK
¢ Dinas pendidikan mempunyal akses terhadap database dan
aplikasinya;

f. Sekolah Menengah  yang ditunjuk, wajib mcnyelcnggarakan
pcmumkhiran data sccara periodik dan memproses kebutuhan
data/infnrmusi gesuai dengan kebutuhan Dinas Pendidikan.

dan pcrckaman/cntri data untuk database SDM

(3) Pengumpulan .
gebutkan dalam pasal 73 ayat (2) dilakukan

Kependidikan gehagaimana di
sehagai berikut!

\ng dibutuhkan oleh SIM-NUPTK dilakukan dengan
SIM—NUPTK dan SIM Kepegawaian Daerah;

i i - i api diperlukan
b untuk data yang tidak terdapat di SIM-NUP rg, tetap\‘quer
o bagaimana disebutkan pada ayat 3) dikumpulkan

untuk aplikasi s€ pada 23 e
dan dircknm/dicntri secara khusus oleh Dinas Pendl ikan.

a untuk data Yyt
interface dari

mcngalokasikan anggaran untuk pengoperasian

() Dinas Pendidiki -
) Dinas Pendidikan pengembangan perangkat lunak sesual

database dan aplikaSinYa serta
dengan kebutuhan.
(5) Dinas pPendidikan melakukan monitoring dan evaluasi atas pcngumpulan,
pcrckaman/cmri data, dan pemrosesan data.
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Pasal 74

v Dalam canpkon mendukung M K
‘ e i MEDM Pedike
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Panal 70

peninghatan MSDM memperoleh privtitas

(1) Program
fart APTID

angparan <

arinhatan MEDNM yang dapat diberikan prie

() Program e
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Pasal 79

peraturd? Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
¢

ar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
P "r,m,, 1 Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah K.abupaten
che

udus

I)uudpk'm di Kudus

¢ . 1

s TAF ' MOR
RTADAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ¢ NO




